
            

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
                                            NOMOR          TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                                                  BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa  dalam  rangka  memberikan  pedoman  pelaksanaan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  bagi  Perangkat
Daerah/Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  dan  Satuan  Kerja
Pengelola  Keuangan  Daerah  serta  guna  menjamin  tertib
administrasi  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi
perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,
pertanggungjawaban,  dan  pengawasan  keuangan  daerah,
telah  ditetapkan  Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  35  Tahun
2018  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabuapten Kudus;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor  130 Tahun  2018 tentang  Kegiatan  Pembangunan
Sarana  dan  Prasarana  Kelurahan  dan  Pemberdayaan
Masyarakat  di  Kelurahan,  maka  Peraturan  Bupati  Kudus
Nomor  35  Tahun  2018  tentang Pedoman  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus
sudah tidak sesuai sehinga perlu diubah;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
huruf a dan huruf b,  perlu menetapkan Peraturan Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten  dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,



Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor 47,  Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4400);

6. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

8. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang
Penanggulangan  Bencana  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2007  Nomor  66,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2009  Nomor  130,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  5587),  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali
terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015
tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2014  Nomor  292,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5601);
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12.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2003  tentang
Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2005  Nomor  49,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2005  tentang
Pinjaman  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2005  Nomor  136,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005  tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia   Tahun
2005  Nomor  137,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun  2005  Nomor  138,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576),  sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56
Tahun  2005  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor
110,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5155);

17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2005  tentang
Pedoman  Penyusunan  dan  Penerapan  Standar  Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia   Tahun  2006  Nomor  25,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia            Nomor 4614);

19. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  42,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

20. Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2008  tentang
Pendanaan  dan  Pengelolaan  Bantuan  Bencana  (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

21. Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  2010  tentang  Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun  2010  Nomor  119,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor  2  Tahun 2012 tentang  Hibah
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012
Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5272);

23. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang
Pengelolaan Barang  Milik  Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  92,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

24. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang
Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2016  Nomor  114,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang  Hak
Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2017  Nomor  106,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

26. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang
Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa  Pemerintah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

28. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011
tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita  Negara Republik  Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

29. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  55  Tahun  2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

30. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun  2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan
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Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2018
tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri  Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman  Pemberian
Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang  Bersumber  dari  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

31. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

32. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  130 Tahun  2018
tentang  Kegiatan  Pembangunan  Sarana  dan  Prasarana
Kelurahan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

33. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  187/PMK.07/2018
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan
Tahun 2019  (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2018
Nomor 1832);

34. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kudus  Nomor  3  Tahun  2007
tentang  Pokok–Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

35. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kudus  Nomor  3  Tahun  2016
tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah
Kabupaten  Kudus  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kudus
Tahun  2016  Nomor  3,  Tambahan  Lembaran  Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 193);

36. Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  28  Tahun  2016 tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat  Daerah  dan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kudus
(Berita  Daerah  Kabupaten  Kudus  Tahun  2016  Nomor  29),
sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan  Bupati  Kudus
Nomor  9  Tahun  2018  tentang  Kedudukan,  Susunan
Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Sekretariat
Daerah,  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan
Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kudus  (Berita  Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29);

37. Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  28  Tahun  2017  tentang
Transaksi  Non  Tunai  dalam  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Kudus  (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 28);

38. Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  35  Tahun  2018  Tentang
Pedoman  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah Kabupaten Kudus  (Berita Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2018 Nomor 36);
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    MEMUTUSKAN  :

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN
BUPATI  KUDUS  NOMOR  35  TAHUN  2018  TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati  Kudus Nomor 35 Tahun 2018
tentang Pedoman  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah Kabupaten Kudus  (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2018 Nomor 36) diubah sebagai berikut: 

1. BAB IV PELAKSANAAN APBD, huruf D Belanja Daerah, angka 1
Belanja  Langsung,  huruf  c  Belanja  Modal  diubah  sehingga
berbunyi sebagai berikut:

c. Belanja Modal 
Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan memenuhi nilai kapitalisasi
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, sesuai dengan
Peraturan  Bupati  Kudus  tentang  Kebijakan  Akuntansi
Pemerintah  Kabupaten  Kudus.  Untuk program/kegiatan  dan
sasaran yang alokasi anggarannya bersumber dari Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus
(DAK),  Dana Alokasi  Umum (DAU) Tambahan,  Dana Transfer
dari Pusat, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

                                  

2. Ketentuan BAB IV PELAKSANAAN APBD,   huruf H Pelaksanaan
Transaksi  Non  Tunai, angka  2 Pengeluaran  Belanja  dengan
menggunakan ,  huruf a.  CMS Transactions Bank Jateng diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

a.CMS Transaction Bank Jateng 
Pelaksanaan  CMS  Transaction melibatkan  tiga  user  dengan
kewenangan sebagai berikut  :

1. Operator  bertugas  melakukan  input  data  pengeluaran
belanja.Operator dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran
atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

2. Checker  bertugas  melakukan  verifikasi  atas  input  data
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pengeluaran belanja.  Checker   dilaksanakan oleh Pejabat
Penatausahaan  Keuangan  PD/SKPD.  Checker  untuk
Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan dan Checker untuk
Badan  Layanan  Umum  Daerah  Unit  Pelaksana  Teknis
Puskesmas adalah Kasubbag Tata Usaha.

3. Supervisor/Eksekutor  bertugas  melakukan  persetujuan
atas  pengeluaran  belanja.  Supervisor/Eksekutor
dilaksanakan oleh PA dan atau KPA.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan Bupati  ini  dengan penempatannya dalam Berita  Daerah
Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal           

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

                    SAM’ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN              NOMOR  
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